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  SUBSIDI BARU ANGKUTAN UMUM  

KOTA TERMACET SASARAN LANJUTAN
Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan mengincar kota besar di Indonesia sebagai kota lanjutan penerima subsidi 

angkutan umum berskema pembelian layanan atau buy the service.
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M
enteri Perhu-
bungan (Men-
hub) Budi 
Karya Suma-
di mengatakan 
rencana itu 

akan direalisasikan secara massal 
dalam skala nasional menyusul 
banyaknya kota yang belum me-
maksimalkan angkutan massal 
berbasis jalan kendati daerahnya 
terkena problem kemacetan.

Menurutnya, penataan pela-
yanan angkutan umum menjadi 
salah satu misi pemerintah. Men-
hub melanjutkan pengembangan 
angkutan massal berbasis jalan 
dengan skema subsidi buy the 
service (BTS) perlu didorong agar 
angkutan umum bisa memenuhi 
aspek kenyamanan dan terjangkau.

Hingga awal tahun ini, Menhub 
memaparkan program BTS sudah 
berjalan di beberapa kota seperti 
Medan, Palembang, Surakarta Yog-
yakarta, dan Denpasar. Berikutnya, 
program BTS akan diterapkan di 
Kota Bogor, Jawa Barat. 

Sejauh ini, masyarakat me-
nyambut antusias program itu 
dengan dibuktikan BTS sudah 
mengakomodasi lebih dari 1 juta 
perjalanan.

“Kita melihat Bogor akan men-
jadi percobaan berikutnya. Saya 
harapkan wali kota memang sudah 

meminta lama insyaallah kita bisa 
jalankan,” imbuhnya.

Dalam jangka menengah dan 
panjang, program BTS akan di-
kembangkan di Depok, Tangerang 
dan Bekasi.

Kepala BPTJ Polana B. Pramesti 
mengatakan BPTJ memang meng-
incar Depok, Tangerang, dan Bekasi 
sebagai kota lanjutan subsidi ang-
kutan umum berskema pembelian 
layanan itu.

Rencana di tiga kota itu akan 
direalisasikan setelah penataan 
lalu lintas dan angkutan perkotaan 
melalui skema BTS di Kota Bogor. 
Kehadiran angkutan umum massal 
bersubsidi ini diharapkan mampu 
mengatasi kemacetan yang terjadi 
di kota tersebut.

Polana melanjutkan layanan BTS 
di Jabodetabek sangat penting 
karena warga Jabodetabek lebih 
banyak menggunakan kendaraan 
pribadi, sehingga menimbulkan 
kemacetan luar biasa.

Dia menyebutkan tren kema-
cetan lalu lintas di kota besar 
adalah kerugian ekonomi nega-
ra yang mencapai Rp71,4 triliun 
per tahun. Belum lagi dari aspek 
lingkungan sehingga mengurangi 
kualitas hidup.

“Terjadi pemborosan bahan bakar 
dengan 2,2 juta liter per hari di 
enam kota metropolitan dan yang 
paling penting adalah masyarakat 
kehilangan waktu [karena macet], 
nilai waktunya ini sangat mahal,” 
katanya.

Pelaksanaan program BTS di Kota 
Bogor mengacu kepada Undang-
Undang (UU) No.22/2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
serta Permenhub No. 9/2020 ten-

tang Pemberian Subsidi Angkutan 
Umum Perkotaan.

“Adapun dengan BTS ini ang-
kutan massal diharapkan dapat 
menjadi kebutuhan sehari-hari 
masyarakat dan tentunya ini men-
jadi tanggung jawab pemerintah,” 
ungkapnya.

Polana menyatakan program 
BTS butuh bantuan Pemkot Bogor 
untuk melakukan sosialisasi berupa 
kampanye agar masyarakat mau 
menggunakan angkutan umum.

“Diharapkan pemerintah daerah 
juga membuat kebijakan prioritas 
dimana intinya adalah mempri-
oritaskan angkutan umum lebih 
baik daripada angkutan pribadi,” 
imbuhnya.

Polana juga menyatakan program 
BTS di Jabodetabek membutuh-
kan badan khusus yang mampu 
mengelola layanan transporatsi 
umum perkotaan. 

Idealnya, badan khusus itu mirip 
seperti PT Transportasi Jakarta 
(Transjakarta) sebagai operator 
bus Transjakarta. 

“Memang idealnya diharapkan 
ke depan akan ada suatu lembaga 
yang mengelola seperti Transja-
karta angkutan umum dengan 
BTS ini,” katanya.

Pada tahap awal, pelaksanaan 
program BTS di Kota Bogor bekerja 
sama dengan pihak ketiga sebagai 
manajemen pengelola BTS. 

BPTJ bakal menunjuk operator 
angkutan umum melalui sistem 
lelang. Bila mekanisme itu berha-
sil, Kemenhub akan membentuk 
badan layanan umum atau BLU 
daerah.

 Selanjutnya nanti kami atau 
pemerintah yang akan menga-

lokasikan biaya-biaya terutama 
terkait dengan biaya angkutan 
umumnya,” jelas dia.

Untuk trayek BTS di Kota Bogor, 
BPTJ dan Pemkot Bogor sudah 
menetapkan lima trayek BTS de-
ngan sistem pembelian tiket secara 
elektronik dengan masa uji coba 
Juni 2021 hingga akhir tahun ini. 

Saat ini, sistem transaksi tiket 
masih memasuki tahap sosialisasi 
dan tarif yang ditetapkan masih 
gratis.

“Berikutnya setelah demand-nya 
ada, kami akan tetap memberikan 
subsidi, tapi dengan pengenaan 
tarif,” tutur Polana.

PENGAWASAN PUBLIK

Wali Kota Bogor Bima Arya 
menyatakan Pemkot Bogor akan 
mengawasi langsung penggunaan 
layanan angkutan massal BTS di 
Kota Bogor.

Dia juga memberikan kesem-
patan kepada warga Kota Bogor 
untuk memantau dan mengevaluasi 
langsung pelayanan yang diberikan 
operator yang ditunjuk pemerintah 
melalui mekanisme lelang.

“Kami juga masih membuka 

kanal-kanal di dunia maya mem-
berikan peluang bagi warga untuk 
melakukan koreksi dan evaluasi 
agar pelaksanaannya ini bisa di-
awasi bersama,” kata Bima.

Sementara itu, Ketua Bidang 
Advokasi dan Kemasyarakatan 
Masyarakat Transportasi Indonesia 
(MTI) Pusat Djoko Setijowarno 
menilai kehadiran bus BTS di Bogor 
bisa membantu menyejahterakan 
para pengemudi angkutan umum. 

Dia menyebutkan para pengemu-
di bus BTS bisa memperoleh pen-
dapatan dua kali hingga tiga kali 
upah minimum regional (UMR) 
daerah setempat.

Berdasarkan evaluasi yang dila-
kukan terhadap penyelenggaraan 
BTS di lima kota seperti Medan, 
Djoko menyatakan program BTS 
memiliki tujuan yang jelas dan 
baik bagi para operator.

“Yang jelas kan operator tidak 
usah mikir lagi mencari-cari uang 
tambahan, artinya mencari pe-
numpang. Dia sudah ada program 
bantuan operasional kemudian ada 
kelebihan 10% dari total [biaya],” 
katanya.

Dia bercerita, di Palembang 
bahkan sekitar 34 pengemudi 
mampu mencicil rumah berkat 
pendapatannya sebagai pengemudi 
bus BTS. Namun, dia menyebutkan 
pelaksanaan program BTS perlu 
diikuti dengan pengawasan yang 
ketat kendati di satu sisi para 
operator dan pengemudi diberi 
keleluasaan dan kesejahteraan ter-
utama di masa pandemi Covid-19. 

“Sopir ngantuk pun kena den-
da. Di dalam bus bahkan ada 
lima kamera yang dipasang untuk 
mengawasi,” ujarnya. 

“Kita melihat 
Bogor akan 
menjadi percobaan 
berikutnya.

“Kita lakukan dengan program 
BTS. Dalam skala nasional masih 
embrio tapi kami harapkan ini 
bisa berkelanjutan dan massal dan 
kehadiran bus yang aman dan 
nyaman yang kami utamakan,” 
ujarnya dalam webinar yang dige-
lar Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek (BPTJ), Rabu (28/4).


